POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2026

VISI RPJMD

Terwujudnya Pasaman Barat Maju, Sejahtera Yang
Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya

|

MISI 5. RPJMD

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Bersih, serta Pelayanan Publik Yang Prima

|

TUJUAN 5 RPJMD

Terciptanya pemerintahan yang berdaya saing, efektif
dan bermartabat

IK. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1

SASARAN 14 RPIJIMD

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel,
Berintegritas dan Inovatif

IK. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR

Eselon II Cascading Inspektorat

SASARAN

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan |1. Level Maturitas SPIP (Level)
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Terselenggaranya Pengawasan 2. Nilai Komponen Evaluasi
Internal terhadap Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Internal Pada
Pemerintahan Penilaian SAKIP (Level)

3. Survey Penialaian Integritas
(Angka)

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Inspektorat (Angka)




5. Indeks Kepuasan Masyarakat
(Nilai)




SASARAN 1

Terselenggaranya Pengawasan Internal
terhadap Tata Kelola Pemerintahan

INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Integritas (nilai)

2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal Pada Penilaian Sakip (Nilai)

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Per

Kehiial Pand

dan

Asistensi

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

1. Indeks Manajemen Risiko
2. Kapabilitas APIP

SASARAN 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat

INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

2. Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 43 Perangkat Daerah 100%
Inspektur F k u Inspektur F : u Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu -
Wilayah 1 Wilayah II Wilayah IIT Wilayah IV U (R D (s CLGEEE

1. Terkoordinirnya Pelaksanaan
Pemeriksaan/ Audit di Wilayah I
IK.Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Audit (30 Laporan)
2.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Reviu di Wilayah I

IK.Jumlah Laporan Hasil Reviu
(60 Laporan)

3.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Monitoring/Asistensi di Wilayah I
IK.Jumlah Laporan Hasil
Monitoring/ Asistensi (1 laporan)
4.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Evaluasi SAKIP

IK.Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP
(40Laporan)

1. Terkoordinirnya Pelaksanaan
Pemeriksaan/ Audit di Wilayah II
IK.Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Audit (47 Laporan)
2.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Reviu di Wilayah II

IK.Jumlah Laporan Hasil Reviu
(10 Laporan)

3.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Monitoring/Asistensi di Wilayah IT
IK.Jumlah Laporan Hasil
Monitoring/ Asistensi (3 laporan)
4.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Evaluasi di Wilayah II

IK.Jumlah Laporan Evaluasi (1
Laporan)

5.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Monitoring di Wilayah II
IK.Jumlah Laporan Monitoriing (1
Laporan)

1. Terkoordinirnya Pelaksanaan
Pemeriksaan/ Audit di Wilayah IIT
IK.Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Audit (20 Laporan)
2.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Reviu di Wilayah III

IK.Jumlah Laporan Hasil Reviu
(15 Laporan)

3.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Monitoring/Asistensi di Wilayah
III

IK.Jumlah Laporan Hasil
Monitoring/ Asistensi /Evaluasi (1
laporan)

1. Terkoordinirnya Pelaksanaan
Pemeriksaan/ Audit di Wilayah IV
IK.Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Audit (20 Laporan)
2.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Reviu di Wilayah IV

IK.Jumlah Laporan Hasil Reviu
(20 Laporan)

3.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Monitoring/Asistensi di Wilayah IV
IK.Jumlah Laporan Hasil
Monitoring/ Asistensi (5 laporan)
4.Terkoordinirnya Pelaksanaan
Evaluasi dan Asistensi Wilayah IV
IK.Jumlah Laporan Evaluasi dan
Asistensi (2 Laporan)

1. Melaksanakan audit tujuan tertentu, reviu,
dan evaluasi sesuai program kerja pengawasan
tahunan (PKPT) tahun 2026 dan non PKPT
IK.JLaporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil
REviu (LHR), dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
yang diterbitkan (20 Laporan)

2Melaksanakan koordinasi, monitoring
pemenuhan dan verifikasi dokumen aksi
pencegahan korupsi (MCSP KPK) secara tepat
waktu dan akuntabel

IK.Capaian Nilai Indek Pencegahan Korupsi
Daerah (IPKD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2026 (80%)

3.Melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi
General dan Tematik Pemerintah Daerah tahun
2026

IK.Laporan Hasil Evaluasi RB (4 laporan)
4.Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas
APIP dan Rencana Aksi Implementasi (Aoi)
Kapabilitas APIP

IK..Nilai Kapabilitas APIP (Level 3)
5.Melaksanakan Pemeriksaan atas pengaduan
masyarakat berkadar pengawasan melalui
Whistleblowing System (WBS) dan kanal
pengaduan lainnya secara responsive
IK.Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengaduan
Masyarakat berkadar pengawasan (5Laporan)
6. Melaksanakan monitoring atas kepatuhan
penyampaian LHKPN, LHKASN, dan
pengendalian gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Ik.Laporan Penyampaian LHKPN, LHKASN, dan
Pengendalian Gratfifikasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah tahun 2025 (3Laporan)

7. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan
Pemeriksaan (internal dan eksternal )

1. Laporan Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Daerah tersaji sesuai ketentuan dan
tepat waktu

IK.Jumlah Laporan Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Daerah tersaji sesuai
ketentuan dan tepat waktu (1Laporan)

2. Laporan SAKIP Inspektorat Daerah tersaji dan tepat waktu |

IK.Jumlah Dokumen Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah (1 Laporan)

3.Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Inspektorat Daerah terlaksanan
dan tepat waktu

IK.Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Inspektorat
Daerah (1 laporan)

4.Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia dan siap dievaluasi Pimpinan
IK..Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersedia dan siap
dievaluasi Pimpinan (5 laporan)

5.Laporan Administrasi Kepegawaian Inspektorat terpenuhi secara lengkap dan tepat
waktu

IK.Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Inspektorat yang tersedia per triwulan
secara lengkap dan tepat waktu (4 Laporan)

6. Laporan Keuangan Inspektorat tersaji sesuai ketentuan dan tepat waktu
Ik.Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
dan tepat waktu (12 Laporan)

7. Laporan Penatausahaan Aset yang tersedia sesuai ketentuan dan tepat waktu
IK.Jumlah Laporan Penatausahaan Aset yang tersaji sesuai ketentuan dan tepat waktu
(12 Laporan)

8.Dokumen LPPD dan Laporan Kinerja tersedia dan siap dievaluasi Pimpinan
Ik.Dokumen LPPD dan Laporan Kinerja yang tersedia dan siap dievaluasi Pimpinan (2
laporan)




IK.Persentase penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan yang berstatus sesuai rekomendasi
%)

INSPEKTUR DAERAH
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